BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPAT! TAPANULI TENGAH
~ NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
'DINAS PENANAMAN MODAL. DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
_ SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

! - | ‘Menimbang bahwa untuk melaksanakan pasal 63 éyat (3) Peraturan Bupati

- TapanUli,Tengah. Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kébupaten
Tapanuli Tengah, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.

‘Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
' Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara‘ Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ;

Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 1092),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarﬁbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor 4286); |

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahéraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355); . |

. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Alndohesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peruba‘han Kedua Atas Undang ~ Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor:58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); . ' '

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor' 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik 'Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembarituan (Lembaran Negara

* Republik - Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan

| "Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dah Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lefnbaran' Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4573); ‘

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoniesia Nomor 4738);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Dekonseritrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negavra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Négara Républik Indonesia Nomor 4816);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahunh 2016 tentang
Perangkat ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5887);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) ;

14.Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedorhan Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kébupat_eanota
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1906) ;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapaﬁuli Tengah Ndmor 10

” Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah; | '

16 .Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016

tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI

TENGAH.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam _Péfaturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. - Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

" Pemerintah 'Daerah. dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

den'gan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
B . Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; '
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

,'Da.erah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
. kewenangan Daerah Otonom; '

Bupati adalah Bupati Tapanuli- Tengah: |
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang
selanjutnya disebut Sekdakab;

‘Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah

Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu_ Pintu Kabhpaten

Tapanuli Tengah;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;

. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanan Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;
Kepala Bidang adalah Kepaia Bidang pada Dinas Penanan Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tenggih; ‘

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pehanan Modal dan

~ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanan Modal dan Pelayanan

: Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.

12
13.

14.

Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Tabanuli Tengah adalah ASN/PNS;

Jabatan adalah suatu kedudukan yang menuhjukka.n tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang ASN/PNS dalam‘su'atu.Organisasi Negara;
Perangkaf Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

BAB I

ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

(1)

)

SATU PINTU
Bagian Kesatu

KEDIJDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal2 | |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
adalah tipe B yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang
dipimpin oleh seorang' Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di
bid'ang' penanaman meodal- dan pelayanan tefpadu satu pintu meliputi
perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
péngendélian. '
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(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas

'Penanaman Modal dan Pélayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, mempunyai
fungsi;

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu dan fasilitasi

" penanaman modal, pengendalian dan pengembangan penanaman modal,

serta promosi dan kerjasama penanaman modal;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman modal, pengendalian

dan pengembangan penanaman modal, serta promosi dan kerjasama
penanaman modat;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman modal, pengendalian dan

pengembangan penanaman modal, serta promosi dan kerjasama

. penariaman modal; -

pelakéanaan tugas d_i bidang pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman

" modal, pengendalian dan pengembangan penanaman modal, serta

. promosi dan kerjasama penanaman modal;

®

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang

~ pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman modal, pengendalian dan

pengembangan penznaman modal, serta promosi dan kerjasama

* penanaman modal;

pembinaan dan pengaWasan penyelenggaraan tugas dan fungsi'

pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman modal, pengendalian dan

- pengembangan penanaman modal, serta promosi .dan - kerjasama

penanaman modal;

fasilitasi perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu;

-h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya. .

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1). Seéara hirarki Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pinty, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala ‘Bidang,
Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Seksi dibantu oleh kelompok Jabatan
Fungsional. "
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(2). Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, terdiri dari: ’

- a

" Kepala Dinas;

Sekretariat_, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan. -
Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Penanaman

Modal, terdiri dari:

- 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Promosi Penanaman Modal;
. 2. Seksi Deregulasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana

Penanaman Modal. .
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem
Informasi, terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal.

2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nenperizinan, terdiri

- dari:

1. Seksi Pelayanan Perizinan.

2.. Seksi Pelayanan Nonperizinan.

3. Seksi Penetapan Biaya.

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan L:ayanan, terdiri dari:
1. . Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan. |

- 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

. 2. Seksi Pelaporan Layanan.

~ Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB Ili
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

'KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Tapanuli Tengah dalam

penyelernggaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan
~ Perizinan Terpadu Satu Pintu.
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Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.

®

m.

mémimpin‘dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

merumuskan petunjuk pelaksanaan dan pefunjuk teknis sebagai dasar
pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizipan

‘Terpadu satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang — undangan yang
berlaku; | |

- Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu

Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
.tefpadu satu 'Pir.)tu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terp’adu'Satu Pintu;

Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan .
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai dendan bidang tugasnya; |
rnengendélikan dan méngarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat, Sub Bagian,
Bidang—bidang dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu; |

~mengoreksi dan menandatangani surat — surat serta memaraf surat — surat

untuk ditandatangani Bupati;

" merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah — masalan
~ pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
~_ Satu Pintu; |

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian

‘pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. satu pintu
‘kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan

pelayanan perizinan yang, muda, cepat, akurat dan akuntabel;
melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu sat_u pintu sesuai'dengan mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang

telah ditentukan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat,
akurat dan akuntabel;

- menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan secara berkala;
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membefikan saran dan pertimbanga_n kepada Bupati sehubungan dengan

, kebijakan penyelenggaréan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan terpadu Satu Pintu;

~ Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
. melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
"SEKRETARIS

' Pasal 6 , '
Sekretariat Dinas Penanaman qual dan Pelayanan_l?erizinan' terpadu satu

| Pintu" adalah unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan
pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh satuan

. organisasi dalam hngkungan Dlnas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan

(3)

- Terpadu Satu Pintu.

'_Unt'uk melaksanakanv'tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

~a. peneyelenggaraan penyusunan perencanaan;

- b. .penyelenggaraan peng,elolaan" administrasi umum, keuangan dan

~ kepengawaian; -

'c. - mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian dilingkungan sekretariat

sesuai dengan tugas pokok dari fuhgsinya

d. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya yang

- berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat;

e. menyusun langkah - Iéngkah kerja / kegiatan Sekretariat sesuai dengan

- rencana kerja yang ditetapkan; . ’ ,

f.  mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagdl_
bentuk sesuai dengan keperluannya;

‘g. - mengkoordinasikan peiaksanaan tugas Sekretariat dengan Bidang—

bidang lainnya;

h. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sekretarlat serta meneruskan

proses surat menyurat kepada Kepala Dinas;

i. ~ mengelola pelaksanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta rumah

tangga ' Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu
Pintu; |

~J.  Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal

" dan Pelayanan Perizinan terpadu satu Pintir
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Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;

~ penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
- ganti rugi, tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana;
- melaksanakan tugas — fugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretaris, terdiri dari :

a.

b

().

Sub Bagian Umum dan Kepengawaian;

. Sub Bagian Program dan Keuangar:;

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepengawaian adalah :

a.

membantu Sekretaris dalam pelayanan teknis administratif kepada satuan
Organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu

. Satu Pintu di bidang umum dan kepengawaian;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang—undangan, Petunjuk
Pelaksanaan dan P.etunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya yang

~ berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum

dan Kepengawaian;

mepyusun langkah — langkah kerja / kegiatan‘ 'Sub Bagian Umum da
Kepengawaian sesu'ai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalém berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya; A o
mengkoordinasikan pelaksanaan “tugas Sub Bagian Umum dan
Kepengawaian; '

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf sesuai dengan pedoman kerja; °

' melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan

kebersihan dilingkungan kerja;

pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan

. prasarana;

melaksanakan pengurusan pengadaah, penyimpanan, pendistribusian dan

. inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta asset lainnya;

meneéruskan proses adminitrasi surat menyurat kepada sekretaris;
menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan p‘emec';ahan‘ masalah kepada

. Sekretaris;

-memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan administrasi

- kepengawaian,
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melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat menyurat
yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu;

menginventarisasi peraturan perundang—undangan yang berlaku yang

- berhubungan dengan tugas Umum dan Kepengawaian,;

melaksanakan tugas ~ tugas lain yang diberikan Sekretaris.

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah ;

a.

membantu Sekretaris dalam pelayanan teknis administratif kepada Satuan
Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satt_.l Pintu di bidang program dan keuangan;
. menyusun rencana anggaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

* mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program;

menyiapkan bahan penyusunan program dan rericana anggaran rutin,
melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin,

'memelihara bahan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat

laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

~ penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;

menyusun langka-langka kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah

- ditetapkan;
5 menyiapkan dokumen pelaksanaan DPA;

memeliara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan daam pelaksanaan

~ tugas;

- menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan fugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala

_ Sekretaris;

melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan Kepéla Sekretaris.

Bagian Ketlga

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PROMOSI DAN

PENANAMAN MODAL
Pasal 9

(1) - Bidang Perencanaan Pegembangan Iklim Promosi dan Penanaman Modal

‘adalah unsur teknis yang dlplmpln oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
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(2 Kepala Bidang Perencanaan Pegembangan Iklim promosi dan Penanaman

Modal mempunyai tugaslmembantu'Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
di bidang Perencanaan Pegembangan lkiim Promosi dan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada .ayat (2)

- Kepala Bidang Perencanaan Pegembangan lklim promosi dan Penanaman

Modal menyelenggarakan fungsi :

Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis
dan rencana pengembangan penanaman modal dilingkungan daerah

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

Penyusunan dan pengembangan ketijakan/strategis promosi penanaman
modal lingkungan daerah; "

Pengkajian, penyusunan deregulaéi/kebijakan penanaman modal lingkungan

daerah;

. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan diluar

negeri;

' Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkungan daerah

dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara
iain - meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup

. daerah;

Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidahg Perencanaan Pegembangan

klim promosi dan Penanaman Modal;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang — undangan, Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya yang
berhubungan dengén -pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan
Pegembangan Iklim promosi dan Penanaman Modal;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Bidang Perencanaan
Pegembangan Iklim promosi dan Penanaman Modal sesuai dengan

Rencana Kerja yang ditetapkan;

'r_nengko-ordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pegembangan

lklim promosi dan Penanaman Modal dengan Bidang-Bidang lain dan
Sekretariat; ' '

- mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Perencanaan Pegembangan

Iklim promosi- dan Penanaman Modal serta meneruskan proses surat

mamunirat banadea a1~
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- |. - menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran

pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;

m. melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 10

, Bid;a_ng Per?encanaan Pegembangan‘lklim promosi dan Penanaman Modal, terdiri
Cdari: : ‘

Seksi Perencanaan Pembangunan Promosi Penanaman Modal;

b.  Seksi Deregulasi Pelaksanaan Promosi, Penanam Modal;

¢.. 'Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman

: Mo_d-a!.

Pasal 11

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Promosi penanaman
modal adalah : |

o a

membantu Kepala Bidang Perencanaan Pegernbangan lklim Promosi dan
Penanaman Modal _' dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan

- Pembangunan Promosi Penanaman Modal;

melakukan pengumpulan data, analisa dan penyusunan rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangarn penanaman-modal lingkup

~ daerah berdasarkan sektor usaha;

mengumpulkan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana

. strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah

berdasarkan wilayah; |
melakukanv pengumpulan  data, analisis  dan penyusunan
kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah

-berdasarkan sektor usaha;

" melakukan pengumpulan  data, analisis dan  penyusunan

" kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah

p‘.

berdasarkan wilayah;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya

- yang berhubungan- dengan pedoma:n pelaksanaan tugas _Seksi

Perencanaan Pembangunan Promosi Penanaman Modal; .

menyusun langkah - langkah _kerja | kegiatan Seksi Perencanaan

- Pembangunan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan;
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mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Perencanaan

Pembangunan Promosi Penanaman Modal dalam berbagai bentuk sesuai
dengan keperluannya;

- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pembangurnan
~ . Promosi Penanaman Modal dengan Seksi lainnya;
- mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Perencanaan Pembangunan

Promosi Penariaman Modal sesuai dengan pedoman kerja;

menghimpun ‘dan mempelajari' permasalahan pelaksanaan tugas serta

- mempersiapkan saran pértimbangan pemecahan masalah kepada Kepala -

Bidang; ‘
melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Perencanaan'Pegémbangan tklim Promosi dan Penanaman Modal.

Uraian Tugas Seksi Deregulasi Pelaksanaan Promosi Penanam Modal adalah :

a.

o

membantu Kepala Bidang Perencanaan Pegembangan lklim Promosi dan

. Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas bidang Deregulasi
_ Pelaksanaan Promosi Penanam Modal; _

melakukan pengumpulan data, analisis dan  penyusunan
- deregulasi/kebijakan- penanaman modal lingkup daerah berdasarkan

sektor usaha;

" melakukan  pengumpulan  data, analisis. | dan penyusunan
. deregulasi/kebijakan perranaman modal lingkup daerah berdasarkan

wilayah

~ melakukan perencariaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman

" modal;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, .
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahar} lainnya

- yang berhubungan denga'n pedoman pelaksanaah tugas Seksi ‘Deregulasi

Pelaksanaan Promosi Penanam Modal :

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi‘ Deregulasi
‘Pelaksanaan Promosi Penanam Modal sesuai dengan rencana kerja yang

' ditetapkan;

~mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Deregulasi

Pelaksanaan Promosi Penanam Modal dalam berbagai bentuk sesuai
dengan keperluannya; |

- mengkoordinasikan 'pelaksanaan tugas Seksi Deregulasi Pelaksanaan
Promosi Penanam Modal dengan Seksi lainnya; _
-mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi beregulasi Pelaksanaan
Promosi Penanam Modal sesuai dengan pedoman kerja; |
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menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

- mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala

Bidang;

- melaksanakan tngas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Perencanaan Pegembangan Iklim Promosi dan Penanaman Modal.

(3) Uraian Tugas Séksi Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana
~ Penanaman Modal adalah: ' |

as

membantu Kepala Bidang Perencanaén Pegerﬁbangan Iklim Promosi dan

- Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan

Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal;

melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil,
menengah, besar dan koperasi; _

melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, ménengah, besar dan

koperasi;

- melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman

modal.

Melékukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman

. modal;

menghimpun dan mempelajari Perathran Perundang - undangan,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan ~ bahan lainnya
vang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

- Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal;

menyusun langkah — langkah kerja / kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha

- Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sesuai dengan

rencana kerja yang ditetapkan;

h mengérsipkan dan memelihara dokumen  administrasi Seksi,;__:_
~ Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal
| dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;

- mengkoordinasikan ‘pelaksanaan tugas Seksi. ' Pemberdayaan Usaha
: Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dengan Seksi Iaiﬁnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pemberdayaan, Usaha

Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sesuai dengan

pedoman kerja;

.-menghimpun dan mempelajari permasalahan -pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemeCahan masalah kepada Kepala
~ Bidang;

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepa'la‘ Bidang

Perencanaan Fegembangan lklim Promosi dan Penanaman Modal.
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Bagian Keempat

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN

SISTEM INFORMASI
Pasal 12

) Bidéng Pengendaliaﬁ Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi

~ adalah unsur Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
béwah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem
Inf.orma'si mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas di
| bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.

(3)" Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagairnana dimaksud pada ayat ( 2 )
- Kepala Bidang Pengéndalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Siétem

!nforrnasi menyelenggarakan fungsi :

.~ a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sekitor

usaha dan wilayah dan-pengawasan kepatuhan perusahaén penanaman

8 modal sesuai ketentuan kegiataan . usaha dan peraturan perundang-
undangan _

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal; "

¢. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan

| ~pengelolaan data penanaman modal; ‘

d. . pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Péngendalian Pelaksanéan

| Penahaman Modal dan Sistem Informasi;

e ' mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Sistem Informasi dengan Bidang — bidang lainnya
dengé’n Sekretaris; ' .

f.  mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

| bentuk sesuai dengan keperiuannya;

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan

~ Penanaman Modal dan Sistem Informasi serta meneruskan proses surat
menyurat kepada Kepala Dinas;

h. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

- saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;
- n. merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Pengendaﬁan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi sesuai dengan
. rencana kerja yang telah ditetapkan;
_i. melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
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Pasal 13

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri

- dari :

a
b..
C.

UM

Coas

Seksi Pemantauan darn Pehgawasan Penanaman Modal;

Seksi Pembinaan Pelaksanaan} Penanaman Modal;

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 14

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

adalah :

membantu Kfepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

_ dan Sitem Informasi dalam melaksanakan tugas bidang Pemantauan dan
~ Pengawasan Penanaman Modal; '

melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman
modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan' perundang-
udangan; |

melakukan pembinaan dan fagsilitasi penyelesaian permasalahan.
penanaman modal;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

- Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya

yang berhub_ungan dengan pedbman pelaksanaan tugas Pemantauan dan
Pengawasan Penanaman Modal ;

_-menyusun langkah — langkah ketrja ! kegiatan Seksi Pemantauan dan

Pengawasan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja yang

- ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pemantauan
dan Pengawasan Penanaman Modal dalam berbagai bentuk sesuai
dengan keperluannya;

" mengkoordinasikan  pelaksanaan tugas Seksi Permantavan dan
' Pengawasan Penanaman Modal dengan Seksi lainnya;

- mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pemahfauan dan

Pengawasan Penanaman Modal sesuai dengan pedoman keria;
menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

" _mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah' kepada Kepala

Bidang;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang'
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sitem Informasi..
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. (2) - Uraian Tugas Seksi Pembinaan Pelaksanaén Penanaman Modal adalah :

(3)

a. -

membantu Kepala Bidang Pengéndalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas bidang Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal;

melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan

- sekfor usaha dan wilayah;

" melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
- lingkungan daerah;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,
Petunjuk _Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan —~ bahan lainnya

. yang berhubungan dengén pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal ;

menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan rencana keria yang

. ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pembinaan

~ Pelaksanaan Penanaman Modal dalam bérbagai bentuk sesuai dengan

keperluannya;

" mengkoordinasiken pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelaksanaan
~ Penanaman Modal dengan Seksi lainnya;

' mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pembinaan Pelaksanaan
. Penanaman Modal sesuai dengén pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Bidang;

* melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.

Uraian Tugas Seksi'Pengolaan Data dan Informasi adalah :

-

membantu Kepala Bidéng Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

~ dan Sistem Informasi dalam melaksanaian tugas bidang Seksi P'engoléan

Data dan Informasi;

melakukan pengelolaan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan
penanaman modal,

- melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi

penanaman modal;

" menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya

yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pengolaan

| Data dan Informasi ;
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e.- menyusun langkah — langkah kerja / kegiatan Seksi Pengolaan Data dan
informasi sesuai dengan rencana kerja yang dlt_etapkan,
f . mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pengolaan
- Data dan Informasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;

-g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengolaan Data dan

 Informasi dengan Seksi lainnya;

"h. mengarahkar pelaksanaan tugas Staf Seksi Pengolaan Data dan

informasi sesuai dengan pedoman kerja;

h. menghimpun dan mempelajari ‘permasalahan pelaksanaah tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala

. Bidang; | A

i.  melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.

Bagian Kn.llma

. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN

, Pasal 15
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah unsur

- Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala éidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di

bidang Penyelenggaraan 'Pela.yanan Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Bldang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

menyelenggarakan fungsi:
a. hﬁelaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
- mengidentifikasi, = mengkoordinasikan,  memvalidasi, mengevaluasi,
memimbin, pelaporan,i_ mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan
dan non perizinan; , ' |
b. melaksanakan, merencanakan, mengelola, memeriksa, memverifikasi,
. mengidentifikasi, = mengkoordinasikan,  memvalidasi,  mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan
dan non perizinan; " | |
c. melaksanakan, merencanakan, mengelola, memeriksa, memverifikasi,
mengidentiﬁkasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin,

pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non
perizinan, :
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pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyeléng_garaan Pelayanan

"Perizinan dan Non Perizinan;

-pemantauan dan evaluasi di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan;

fmengkoordinasikan pélaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan dengan Bidang — bidang Iainnya dan dengan
‘Sekretaris; |

‘mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan' keperiuannya;

-mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Penyelenggaraén Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan serta meneruskan proses surat menyurat

'kepada Kepala Dinas;

mempersiapkan dan merumuskan program Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; '

menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran

pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;
merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan rencana kerja yang

telah ditetapkan;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Perizinan;

b. Seksi Pelayanan Non. Perizinan,;

c. Seksi Penetapan Biaya.

Pasal 17

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan adalah :

a.

T @ ™ e a0 o

ji

k.

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

~ Perizinan dalam melaksanakan tugas bidang Pelayanan Perizinan;

melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
merencanakan peyelenggaraan pelayanan perizinan;
- mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan;

memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan,

memverifikasi peyelenggaraan pelayanan perizinan;

mengidentifikasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
-mengkoordinasikan peyelenggaraan pelayanan perizinan,;
memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan,

" membuat konsep penyeienggaraan pelayanan perizinan;

_Mmenvustin nenvalananaraan nalaveansn masi-icaa.
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... mengadministrasi pelayanan penyelehggaraan pelayanan perizinan;

menerbitkan dokumen layanan perizinan;

ménghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang — undangan, Petunjuk

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya yang

berhubungan dengan pedoman  pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan
Perizinan; | ' |

menyusun léngkahl - langkah kerja / kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan

. sesuai dengan rencana k_erja yang ditetapkan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dengan
Seksi lainnya;

- mengarahkan pelaksanaan tugaé Staf Seksi Pelayanan Perizinan sesuai
-. dengan pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

- mernpersiapkan saran pertimbangan pemecahan&masalah kepada Kepala
X Bidang; | ‘

- melaksanakan tugas ~ tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

" Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Uraian fugas Seksi pelayanan Non Perizinan adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

. Perizinan dalam melaksanakan tugas bidang Pelayanan Non Perizinan;

melaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

" merencanakan peyelenggaraan pelayanan non perizinan;
mengolah penyelehggaraan pelayanan rion perizinan;

memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan non perizinan;

memverifikasi peyelenggaraan pelayanan non perizinan;

‘mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
- mengkoordinasikan peyelenggaraan pelayanan non perizinan,

memvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

- membuat konsep penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan non perizinan;

menerbitkan dokumen iayanan non perizinan;

. menghimpun dan mempeiajari Peraturan Perundang — undangan, Petunjuk

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya yang

o berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan non

Perizinan;

menyusun langkah — langkah kerja / kegiatan Seksi Pelayanan rion

'Perizinan sesuai‘ dengan rencana kerja yang ditetapkan;



-21-

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seks? Pelayanan non Perizinan

dengan Seksi lainnya:

' mengarahkan' pelaksanéan tugas Staf Seksi Pelayanan Non Perizinan

. sesuai dengan pedoman kerja; -

rmenghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkén saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Bidang; o

. melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

(3) Uraian Tugas Seksi Penetapan Biaya adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan dalam melaksanakan tugas bidang Penetapan Biaya;

menyusun dan penyiapan pedoman, tata cara, prosedur dan mekanisme

penetapan retribusi daerah; !
mempersiapkan rancangan Standar Pelayanan Publik '(SPP) dan
Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) ocleh seksi penetapan

. biaya;

memberikan layanan, konsultasi kepada wajib retribusi daerah bidang
perizinan dan non perizinan;

- membuat perhitungan dan konsep penetapan besaran biaya perizinan dan
.. non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

membuat surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), surat ketetapan lebih

- bayar (SKLB), surat keterangan kurang bayar (SKKB);

Menyusun laporan berkala mengenai realisasi penerimaan pendapatan
' daera_h dari retribusi izin yang telah diterbitkan;

‘ Mengkoordinésikan dengan tim teknis terkait hasil peninjauan lapangan

serta mempedomanih data pelaksanaan survey lapangan untuk penetapan

- biaya pembayaran pajak/retribusi perizinan dan non perizinan;
. Menerima, membukukan dan menyetorkan pembayaran pajak, retribusi

dan fiscal perizinan dan non perizinan ke kas daerah;

. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainitya

" yang ber_hubungah dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi penetapan

Biaya;

menyusun langkah — langkah kerja / kegiatén Seksi Penetapan Biaya

_-sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugés Seksi Penetapan Biaya dengan

. Seksi lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Penetapan Biaya sesuai
denaan pedoman keria:
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- n.. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
~ Bidang; ' ,
0. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala * Bidang
" Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

‘Bagian Keenam

| KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

RUN

Pasal 18

"Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan adalah unsur teknis yang

dipimpin cleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang .PehgadUan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalarmn melaksanakan tugas di Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layarian. '

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
menyelenggarakan fungsi : |
a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
_merUmuskan, mengidentiﬁkasi, memverifikasi, memimpin,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun,
_mehindaklanjuti. mendokumentasikan, benanganan pengaduan dan
informasi pelayanan perizinan dan non périzinan;
b. rnelakSanakan, merancang, mengumpulkan, merumuskan, memvériﬁkaéi,
-menganalisis, memfasilitasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan
: mengélah, memimpin, r_nengimplikasi, mengsingkronisasi, mengevaluasi
memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian
- advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam
’ penyelenggaraan periZinan dan non perizinan; '

~¢. - melaksanakan, memfasilitasi, merancang, mengumpul, memverifikasi,

menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring,
: mengevaluasi, penghkuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar
layanan (SOP,SP,SPM,MP), mengoperasicnalkan, menginput,
'~ mengarsipkan data, mendokumenta'sikan, memetakan
ﬁ Iayanari,pembangljnan' sarana dan prasarana' “insfrastruktur jaringan
leiyénan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan;
d. © menciptakan (inovasi) - pola layanan menyusun data daﬁ pelaporan
_ peiayanan perizihan dan non perizinan terjangkau, murah transparén serta
terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
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~perumusan kebijakan daerah dibidang Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan;

menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

© saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas;
~merumuskarn langka-langka kerja/kegiatan dibidang Pengaduan, Kebijakan

dan Pelaporan Layanan sesuai dengan rencana kerja yang telah

) dltetapkan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :

a.

b,

c.

(1)

L a

Seksi Pengaduan dan Informasi layanan;

Seksi kebijakan Advokasi layanan;

- Seksi Pelaporan Layanan.

Pasal 20

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengaduan dan |nformasi layanan adalah :

membantu Kepala Bidang Pengadua, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
tugas bidang Pengaduan dan Informasi layanan,;

- rnelaksanakan adminstrasi pengaduan, informasi dan konsuiltasi layanan

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

" menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi dan

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;

merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi Iayanan
~ dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

mengidentifikasi teknis penanganan pangaduan, informasi dan konsultasi

~ layanan, secara teknis dan operasional pelayanan perizinan dan non

perizinan;

mendokumentasikan dan mengarsipkan penaganan pengaduan,

- imformasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan

non perizinan; -

memberikan dan memiasilitasi layanan pengaduan , informasi dan

konsultasi layanan dalam peyelenggaraan perizinan dan non perizinari;

menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan , informasi dan

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan, '
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merumuskan permasalahan penanganan pengaduan informasi dan

. konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan palayanan perizinan
dan non perizinan.

Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi .

dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan peiayanan perizinan dan
non perizinan; ‘

'menggordinasik'an penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan,

~informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan layanan

perizinan dan non perizinan;
menyusun laporan penangan pengaduan, imformasi dan konsultasi
layanan penyelenggaraan pelayahan perizinan dan non perizinan;

N menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan — bahan lainnya

B yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi

Pengaduan dan Informasi Layanan;

-' menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Pengaduan dan

informasi Layanan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

mengkoordinasikan 'p_e!aksanaan tugas Seksi Pengaduan dan lnformasi

- Layanan dengan Seksi lainnya;

rnengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pehgaduan dan Informasi

Layanan sesuai dengan pedoman kerja;

~ menghimpun dan mempelajari permasalahani pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala

' Bidang;

melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanari.

'(2)' -Uraian Tugas Seksi Kebijakan.dan Advokasi layanan adalah :

Sa.’

membantu Kepala Bidang Pengadua, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- dalam melaksanakan tugas bidang Kebijakan dan Advokasi layanan;

menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait

dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan
kepada masyarakat;

“merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta .advokasi layanan terkait

dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- mengumpuikan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait

harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa
pelayanan perizinan dan non perizinan;




s

k.

05

- menganalisis bahan-bahan kebijakan terkait harmonisasi reguiaéi daerah

dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non
perizinan; '

mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan
* dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan
~ advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait

- pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian
- sengketa pelayanan perizinan dan norperizinan; |
. . pemberian  sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

menerima dan menganalisis permchonan pemberian insentif dan

pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan serta membuat"telahaan sta’ dan/atau surat sebagai bahan
pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan -
kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan

. berusaha;

mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah
terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam

" penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model
-. atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;

membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta

- advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizihan dan nonperizinan;
Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi
- layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan
~ peraturan lingkup daerah; '

menyusun langkah — langkah kerja / kegiatan Seksi Kebijakan dan

- Advokasi Layanan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkén;
. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kebijakan dan Advokasi

Layanan dengan Seksi lainnya;

. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Kebijakan dan Advokasi

Layanan sesuai dengan pedoman kerja;

~ menghimpun dan mempelajari pérm‘asalahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Bidarig;

~ melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

S
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(3) Uraian Tugés Seksi Pelapbran layanan adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Pengadua, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

. dalarn melaksanakan tugas bidang Kebijakan dan Advokasi layanan;

menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan,

~ pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP),

dan Inovasi pelayanan -berizinan dan nonperizinan.

merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,
SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pela‘pdran yang

meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan
(8OP,SP,SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan

nonperizinan. . '
" mempelajari dan mermetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
~ pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,

SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,

- SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. ‘
- menganalisis dan mengukur data dan bahan layénan_ pelaporan terhadap

pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana
dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola
perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkay,

transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang

efesien dan efektif.

merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi,
pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi

~ layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan

perizinan dan nonperizinan.
mengkoordinasikan data dan bahan - pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,

-. SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayénan perizinan

dan nonperizinan.

membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana

‘ infrastruktur jaringan- sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi
* serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan

membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi;

pengembangan, pehgendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,
SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayahan perizinan

Aan nonnasizis.on
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I | menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; -
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,
- SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyélenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).
m. mengkoordinasikan pe!aksénaan tugas Seksi Pelaporan layanan dengan
. Seksi Iainhya; ' A
no me_ngarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelaporan layanan sesuai
dengan pedoman kerja; - |
0. - menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
- Bidang; | -
p. - melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengadua,
" Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

.Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS
. Pasal 21
Pehbentukan Nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
akan ditetukan dan diterapkén dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Bagian Kedelapan
' KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
A | Pasal 22
(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagién tugas
| dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam jenjang
' jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang keahliannya;
(38) Setiap Kelonibdk Jabatan Fungsional sebagaimana difnaksud ayat (2) dipimpin
| cleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh kepala Dinas;
(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja; '
(5) ‘Jenis jenjang jabatan Fungsional dan pembinaén terhadap tenaga fungsional
diatur sesuai dengan 'Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.
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BAB IV
TATA KERJA

A Pasal 23 .
(1) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekrataris, Kepala 'Bidang.
K_epala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi,
Intégrasi dan Sinkronisasi baik didalam lingkungan Dinaé Penanan Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maupun diluar Organisasi Dinas
Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas
masing-masing;
(2) - Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan pengawasan
melekat sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Tapanuli Tengah dan semua ketentuan yang terkait tentang uraian tugas
pokok dan fungsi dinyatakan dicabut dan tidak beriaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

pelaksariaanriya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan BIUpati.
S Pasal 26

.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan-
‘pada tanggal 6 Maret 2017

Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd

BUKIT TAMBUNAN
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pada tanggal 7 Maret 2017
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